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PRAKATA
DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Alhamdulillah puji syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat,
hidayah, bimbingan Allah SWT maka pelaksanaan Seminar Nasional dan Call for Papers
yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto
dapat berjalan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada teladan terbaik
sepanjang masa Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, shahabat dan ummatnya yang
setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman.

Komisi Yudisial Republik Indonesia dibentuk pada tahun 2001 melalui Amandemen
Ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24B.
Pembentukan Komisi Yudisial didasarkan pada semangat untuk meningkatkan kualitas
peradilan di Indonesia di tengah keprihatinan banyak pihak mengenai suramnya wajah
peradilan dan keadilan di Indonesia pada saat itu. Salah satu aspek yang menjadi pilar
penegakan hukum di Indonesia adalah hakim. Sebagai aparatur negara yang merdeka,
hakim harus dapat menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Untuk dapat mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang
bersih serta berwibawa, maka dipandang perlu untuk melakukan penataan sistem peradilan
yang terpadu dengan sistem pengawasan intern dan ekstern. Oleh karena itu, eksistensi
Komisi Yudisial menjadi penting maknanya untuk ikut mewujudkan harapan akan
peradilan yang bersih dan berwibawa tersebut. Akan tetapi, tidaklah mungkin akan dapat
mewujudkan harapan tersebut apabila tidak ada sinergi positif antara Mahkamah Agung
dengan Komisi Yudisial. Berangkat dari latar belakang tersebut maka Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Purwokerto menyelenggarakan suatu kegiatan akademil
berupa Seminar Nasional dan Call for Papers dengan mengangkat tema SINERGITAS
MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL DALAM MEWUJUDKAN
EXCELLENT COURT.

Tema yang diambil adalah tema aktual yang sangat menarik untuk dikaji dari ilmu
hukum sesuai dengan visi yang dimiliki oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Purwokerto yaitu UNGGUL, MODERN, DAN ISLAM]I, serta selaras dengan salah satu
misi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto yaitu menyelenggarakan
penelitian untuk mengembangkan ilmu hukum yang relevan dengan kebutuhan pembangunan
nasional dan penegakan hukum yang bertujuan bagi kesejahteraan umat manusia yang dilandasi
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nilai Islam. Makalah yang terdapat dalam prosiding ini menawarkan gagasan dan ide terkait
penyelenggaraan peradilan yang bersih dan berwibawa di Indonesia sehingga diharapkan
dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dalam memahami penyelenggaraan
negara Indonesia dari perspektif ketatanegaraan.

Purwokerto, 30 Juni 2017
Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Susilo Wardani, S.H., S.E., M.Hum.
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